LEMBARANDAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2064 SERI: E NOMOR : 16

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KFUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KEBUMEN,

a bahwa dengan felah diundangkannya Peraturan

b.

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 fentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu
mengatur kembali tentang Fedudukan Feuangan
Lepala Desa dan Perangkat Desa ;

bahwa berdasarkan perfimbangan sebagamana
tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Fedudukan Feuangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa






Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinst Jawa Tengah jo. Perafuran
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 fentang
Penetapan Mulai  Berlakunya Undang-undang
MNomor 13 Tahun 1950 ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839} ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Feuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5848) ;
Peratwan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Fewsnangan Pemerintah dan Fewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

WNomor 3952) ;

Poraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 fentane
an Mengenai Desa

{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155} ;







6.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 teantang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Rancangan Keputusan Presiden
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Feputusan Menteri Dalam Negeri Nomwor 48 Tahun

2002 tentang Teknik Penvusunan Peraturan Desa dan

Fleputusan Kepala Desa |

. Eeputusan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah

Flabupaten Kebumen Nomor : 75/FPTS-DPRD/2001
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Eebumen.

Dengan persefujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN  DAFKRAH KABLPATEN

KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGEKAT DESA







BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daerah adalah Flabupaten Kebumen.

Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen.

¥ ecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepenfingan masvarakat sefempat
berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakm dalam

Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan vang dilaksanakan

oleh Pemerimtah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pemerintah Desa adalah Eepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Perwsakilan Desa yang selanjutnva dissbut BPD  adalah
Lembaga Legisiasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan daa Belagja Desa dan Feputusan Eepala
Deza.







Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan
yang berasal dari pemberian Pemerintah dan pemberian Pemerintah
Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Fekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari
dan bagi Desa yang bersangkutan.

Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan

kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearsh pemenuvhan

kebutuhan janglka pendek maupun jangka panjang vang dirasakan

dalam kelompok masyarakat ifu.

Pmﬁéipm:i masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan
kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah
melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat
wukarela antar warga desa dan alan antara warga desa dengan
Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan, dalam meningkatkan
kesejahteraan bersama.

Tanah Bondo Desa adalah semua tanah, baik tanah kas desa, tanah
bengkok atau tanah-tanah lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau
dikuasai desa.

Tanah Bengkok adalah bagian dan Tanah Bondo Desa vang
peruntukanuyd diarahkan sebagai penghasilan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa tanpa mempersoalkan siapa yang mengerjakan atan

mengolahnya.







18. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah Bondo Desa yang

merupakan salah satu sumber pendapatan Desa untuk membeayai
kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uwang maunpun
benda dan afau barang vang dilakukan ofeh Pemerintah Desa terhadap
Masvarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial
ekonomi nmsyarakat Desa vang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pologoro adalah salah safu jenis pungutan yvang dibebankan kepada

masyarakat dart penuindahan hak atas tanah

BAB I
KFDUDUKAN KEPALA DESA DANPERANGEATDESA

Fasal 2

Flepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih
masvarakal selempat dan ditetapkan oleh BPD serta disahkan Bupati.

Perangkat Desa adalah unswr Pemerintah Desa vang terdiri dari
Sekretaris Desa, Fepala Urusan, Fepala Dusun dan Pembantu Kepala

Urusan serfa Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.

BAB I
SUMBER PENGHASTLAN KFPALA DESA DANPERANGKAT
DESA







Sumber penghasian Fepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari
g, Tanah bengkek

b. Swadava dan partisipasi masvarakat

¢. Bantuan dari Pemerintah Fabupaten |

‘ d. Sumber-sumber fain vang sah

BAB IV
BENTUK PENGHASTLAN KEPALA DESA DANPERANGKAT
DESA.

Pasal 4

Fepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2,
diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalu
APBDes.

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepata Desa
dan Perangkat Desa dapat dibeni tumjangan lain vang sah sesual
kemampuan Desa melalut APBDes |

Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa dapat berupa Tanah Bengkok dan / atau Uang, Barang atan

bentuk lain.







)

(1)

Pengaturan lebih lanjut mengenai besamya penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan
Peraturan Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2,

dapat diberi penghasilan lain yang sah.

BAB V
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

Kopala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap dan
tunjangan, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir
masa jabatan.

Dalam hal Fepala Desa dan Perangkat Desa berhenti sebelum masa
jabatannya berakhir, maka penghasilan tctap berupa Tanah Bengkok
kembali kepada Pemerintah Desa terhitung sejak tangeal keputusan

pemberhentian.
Pasal 6
Fepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS/TNI/POLRI

aktif diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen) dan

sisanya dirasnkan Fag Desa






Apabila Fepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pensiun dari PNS/TNI/POLRI, maka dengan dasar
Suraf Feputusan Pensiun tersebut penghasilan tetapnya menjadi 100

%o {serains persen).

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa vang diberhentikan sementara diberi

penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI
PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN
SAKIT

Pasal §

Apabila Kepala Desa atau Perangkal Desa meninggal dunia dalam

menjaiankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan

kematian sesusi dengan kemampuan desa yang diterimakan kepada

ahli wansnya.

Apabila Eepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan
dalam menjalankan  tugas sehingga selanjutnya  tidak  dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya dapat
diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan Desa.
Apabiia Fepala Desa atan Perangkat Desa sakit maka kepadanva

dapat diberikan tunjangan beaya pengobatan sesual kemampuan Desa.







BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal ®

(1) Eepala Desa dan Perangkat Desa yaug diberhentikan dengan hormat
karena habis masa jabatannya maka kepadanya diberikan penghargaan

cesual kemampuan desa.

{(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat
atas  permintaan cendiri sebelum habis masa jabatannya, dan
mempunyat masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 6
{enam) tahun bagi Kepala Desa dan 20 {dua puiuh) tahun bagi
Permngkat Desa, kepadanya dapal diberikan Penghargaan sesual
dengan kemampuan desa.

(3) Besamnya dan perhitungan waktu pemberian Penghargaan kepada
F.epala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayal

(1) dan ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 10

{1) Eepala Desa atan Perangkat Desa vang menunjukkan kesetiaan,
ketaatan dan pengabdiannya kepada Pemerintah dan Pemerintah Desa
certa masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.

{2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat puia
diberikan kepada Fepala Desa dan Perangkat Desa, yang mengakhirt

masa jabatannya dengan baik.






BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal i1

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerab ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paszal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Eabupaten Eebumen Nomor 13 Tahun 2000 tentang Fedudukan Feunangan

Eepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perataran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
5
Ditetapkan di Febumen
pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,

t.td

RUSTRININGSIH







Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004

‘N KEEBUMEN

HEU QrSQ $H
Pentbina Utama Muae'x
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAFERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 20064
NOMOR 18







